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Abstract  
 The Land Deed of f ic ia l  ( the PPAT) i s  a  publ ic  of f icia l  given the authori ty  to  
make an authen tic  document re lated to  the  conveyance o f  land.  In  the land 
conveyance,  many parties employ  a power of  a t torney or a  proxy to  represen t  him or 
herse lf  in  committ ing an act  of  law,  one o f  which i s  the  act  of  buy ing and sel l ing o f  
land.  The problem formula tion of  th is  thes is  is  how the implementation of  the  
prov is ions of  ar t ic le  39 paragraph (1) l et ter d  of  the Government Regulation Number 
24 of  1997 about the prac tices  of  making  the land sa le deeds by the PPAT in  the  
Klungkung Regency,  and what the responsibi l i t ies of  the PPAT in  carrying ou t  their  
duties as o f f ic ials who  make  the  land sa le deed b ased on an  abso lute power o f  
at torney .  The  research methodology  used in  the  s tudy  i s  jurid ical  empir ical  research.  
I t  can  be seen f rom the scope o f  d iscuss ion  namely on  what i s  wri t ten in  the  
legis lat ion (das  so llen) and the devia tions found in  the pract ic es o f  making the land  
sale deeds made by the PPAT (das Sein).  This thes is uses the nul l i f ica t ion,  the lega l  
af fect ivi ty ,  the  responsibil i ty ,  and the law enforcement theories.            
The f ind ings  of  the research  showed tha t  there were some irregular i t ies of  the  
implementa tion of  Artic le  39 paragraph (1) let ter d  rela ted to  the land  sale deed by 
an absolu te power o f  at torney  found in  the  Regency of  Klungkung,  for instance,  there  
was an indicat ion that  a  PPAT accep ted a  pr iva tely -made abso lute power o f  at torney  
to  make a land conveyance cer t i f icate .  Th is was made because of  the  cred itor' s  deb t  
agreements.  Other i rregular i t ies found,  that  there was a land conveyance cert i f ica te 
made under a  stand-a lone power o f  at torney that  i rrelevant to  the land  deed of  sale.  
The accountabi l i ty  of  a  PPAT who accep ts an absolu te power of  at torney in  making 
the land conveyance cert i f ica te l ies  exclusively  on his /her own d iscretion  because  
the PPAT is  not  un der a  government  agency.  I t  i s  a lways possib le that  those  who  feel  
harmed by  the  malpractice shal l  be  en ti t led  to  a  c ivi l  ac t ion  for redress.  By the 
rout ine moni toring and  guidance,  i t  i s  expected  that  no vio lat ions shall  be committed 
by the PPAT o therwise ,  he or she may be exposed to  a  lawsuits  in  the fu ture.   
 
Keywords :  the Sa le Deed,  the Abso lute power of  Attorney,  the Land Deed Off i c ia l .  
 
I .  PENDAHULUAN  
Tanah sebagai  penunjang 
kebutuhan manusia  di  dalam 
pembangunan eksistensinya  semakin 
meningkat .  Berkai tan dengan i tu  
meningkat  pula kebutuhan berupa  
jaminan hukum d i  bidang per tanahan.  
Tanah memil iki  peran penting bagi  
ind ividu dalam masyarakat  karena  
memiliki  ni lai  ekonomis yang dapat  
mendukung kehidupan manusia .  
Pentingnya  kegunaan tanah bagi  orang 
atau badan hukum menuntut  adanya  
jaminan kepast ian hukum atas tanah 
Acta  C omi t a s  (2 0 1 6 )  1  :  9 4  –  1 0 8  
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ter sebut .
1
 Salah satu  cara untuk 
memiliki  tanah adalah melalui  jual  
beli .   
Jua l  be li  merupakan suatu bentuk 
per janj ian yang melahirkan kewaj iban  
untuk member ikan sesua tu,  yang 
terwujud dalam bentuk penyerahan 
kebendaan o leh penjua l  dan 
penyerahan uang sebagai  pembayaran 
oleh pembel i  kepada penjual  sehingga  
berpindahlah hak a tas tanah ter sebut  
kepada pembel i  dan pengal ihan 
ter sebut harus di lakukan  dihadapan  
Pejabat  Pembuat Akta Tanah .
2
  Dalam 
melakukan perbuatan hukum jua l  bel i ,  
harus ada kehendak dar i  kedua belah 
pihak dan sepakat  mengenai  harga dan 
barang ser ta  di lakukan secara terang,  
tunai  dan r i i l .
3
 
 Perkembangan global i sasi  yang 
semakin berkembang menyebabkan 
kebutuhan masyarakat  atas jasa dar i  
PPAT semakin dibutuhkan.  Hal  ini  
terutama terkai t  dengan adanya  
ke inginan dar i  masyarakat  untuk 
menyatakan kehendak dengan ala t  
bukti  yang otent ik.  PPAT merupakan 
pejabat  umum yang mempunyai tugas  
dan kewaj iban untuk member ikan 
pelayanan dan konsul tas i  hukum 
kepada masyarakat  yang  
membutuhkan.
4
 
Pasa l  1792 KUHPerdata  
menyatakan bahwa  “Pemberian kuasa  
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Alumni ,  Bandung,  hal .  2 .  
adalah sua tu per janj ian dengan mana  
seorang member ikan kekuasaan 
kepada orang lain,  yang menerimanya  
untuk atas namanya  menyelenggarakan 
sua tu urusan” .  Berdasarkan si fat  
perjanj iannya,  maka pemberian kuasa  
dapat  merupakan pemberian kuasa  
umum,  maupun pemberian kuasa  
khusus.   Berdasarkan Pasa l  1795 KUH 
Perdata yang dimaksud dengan 
pemberian kuasa khusus ada lah 
pemberian kuasa mengenai  hanya sa tu  
kepent ingan ter tentu atau leb ih,  
ar t inya  untuk melakukan perbuatan -
perbuatan ter tentu,  diper luka n 
pemberian kuasa  khusus yang 
menyebutkan perbuatan yang harus  
di lakukan.  Pemberian kuasa umu m 
adalah pember ian kuasa yang  
dirumuskan da lam kata -kata umum,  
hanya  meliputi  perbuatan -perbuatan 
pengurusan.   
Secara normat i f ,  berdasarkan 
Pasa l  39 ayat  (1)  huruf  d  Peraturan 
Pemerintah Nomor 24  tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah 
menyatakan bahwa  “PPAT menolak  
membuat  akta apabi la  salah sa tu p ihak 
atau para  pihak ber t indak a tas dasar  
sua tu sura t  kuasa mut lak yang pada  
hakika tnya ber is ikan perbuatan hukum 
pemindahan hak”.   Ser ta  da lam Bab  
VIII  Pasa l  62 Peraturan Pemer intah  
Nomor 24 tahun 1997  yang mengatur  
mengatur  mengenai  sanksi  menyatakan 
bahwa :  
PPAT yang da lam melaksanakan 
tugasnya mengabaikan ketentuan -
ke tentuan sebagaimana  dimaksud  
dalam Pasal  38 ,  Pasa l  39 dan Pasa l  40  
ser ta  ke tentuan dan petunjuk yang  
diber ikan oleh Menter i  a tau Pejaba t  
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yang di tunjuk dikenakan t indakan 
adminis tra t i f  berupa teguran ter tul i s  
sampai pemberhent ian dar i  jabatannya  
sebagai  PPAT, dengan t idak 
mengurangi kemungkinan d ituntut  
ganti  kerugian oleh pihak -p ihak yang  
menderi ta  kerugian yang diakiba tkan 
oleh d iaba ikannya  ketentuan -
ke tentuan ter sebut.  
 Berdasarkan hasi l  penjajakan 
awal,  d i temukan PPAT yang membuat  
akta pera l ihan hak a tas tanah ( jua l  
beli)  d i  Kabupaten Klungkung t idak 
mentaat i  a turan mengenai  tata  cara  
pembuatan akta otent ik .  Kasus yang 
ter jadi  d i  Kecamatan Nusa Penida  
Kabupaten Klungkung adalah jual  be li  
yang d idasarkan pada per janj ian utang 
piutang sebagai  per janj ian pokoknya  
karena p ihak debi tur  t idak dapat  
melunasi  utangnya  sehingga tanah 
jaminan bera l ih kepada kredi tur .  
Dalam kasus ter sebut tanah jaminan 
dial ihkan dengan cara p roses jual  bel i  
dengan kuasa mut lak yang tanpa  
didasar i  o leh per janj ian ika tan jual  
beli .  P ihak deb itur  memberikan kuasa  
mut lak dibawah tangan kepa da orang 
lain (p ihak ke tiga)  dengan berada  
dibawah tekanan.  
Berdasarkan uraian d i  a tas ter l ihat  
adanya kesenjangan antara  
pelaksanaan/ law in  act ion (das  sein )  
dan pengaturan/ law in  book  (das 
sol len ) ,  sehingga hal  ini  menarik  
untuk dikaj i  leb ih lanjut .  
II.  METODE PENELITIAN  
II.1  Jenis Penel it ian  
 Jenis peneli t ian yang digunakan 
dalam penel i t ian ini  adalah penel i t ian 
hukum empir is  yai tu  di temukannya  
sua tu kesenjangan antara apa yang  
seharusnya  (das solen )  dengan apa  
yang ter jad i  d i  masyarakat  ( das se in )  
yang dikaj i  untuk kepuasan akademik.  
Pasa l  39 ayat  (1)  huruf d  Peraturan 
Pemerintah Nomor 24  tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah 
menyatakan bahwa  “PPAT menolak  
membuat  akta apabi la  salah sa tu p ihak 
atau para  pihak ber t indak a tas dasar  
sua tu sura t  kuasa mut lak  yang pada  
hakika tnya ber is ikan perbuatan hukum 
pemindahan hak.  Namun da lam 
prakteknya terdapat  sua tu kasus d i  
Kabupaten Klungkung dalam hal  PPAT 
menerima pembuatan akta jual  be li  
yang pera l ihan haknya ter sebut  
dial ihkan dengan kuasa mut lak.  
II .2  Sifat  Penel it ian  
Sifat  penel i t ian dar i  peneli t ian ini  
adalah penel i t ian deskrip t i f  yang  
ber tujuan menggambarkan secara tepat  
si fat -si fat  ind ividu,  keadaan,  gejala  
atau ke lompok ter tentu a tau untuk  
menentukan ada t idaknya  hubungan 
antara suatu geja la  dengan gejala  lain  
dalam masyarakat .
5
 
II.3  Lokasi  Penel it ian dan 
Penga mbilan Sa mpel  
Adapun lokasi  penel i t ian da lam 
penyusunan peneli t ian ini  ada lah 
Kantor  Notar is/PPAT di  Kabupaten 
Klungkung.  Terpil ihnya Kabupaten 
Klungkung sebagai  lokasi  penel i t ian 
karena kabupaten Klungkung sudah 
mengalami perkembangan jual  be li  
yang sangat  signi fikan yang  
disebabkan perkembangan investas i  
yang masuk semakin besar .   
Populas i  dalam peneli t ian ini  
adalah kantor  Notar is /PPAT di  
                                                          
5
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Kabupaten Klungkung yang ber jumlah 
13 uni t  Kantor  Notar is /PPAT. Dalam 
penel i t ian ini  metode  sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling  
yaitu teknik yang secara sengaja  
dipakai  karena memilih  karakter  
ter tentu.  Dalam penel i t ian ini  
di te tapkan 4 (empat)  kantor  
Notar is/PPAT di  Kabupaten  
Klungkung.  
II.4  Sumber Data  
Jenis da ta yang dipakai  dalam 
penulisan ini  meliputi  data  pr imer  dan 
data sekunder .   
1 .  Data pr imer  ada lah sua tu data  
yang bersumber  dar i  penel i t ian 
lapangan ya i tu da ta yang 
diperoleh penel i t i  dar i  sumber  
asa lnya  yang per tama dan be lum 
diolah dan d iura ikan o leh orang 
lain.  Untuk memperoleh data  
pr imer ,  harus d i tentukan wi layah  
dan subyek peneli t iannya.  
2 .  Data sekunder  adalah sua tu data  
yang bersumber  dar i  penel i t ian 
kepustakaan ya itu data yang 
diperoleh dar i  da ta  yang 
terdokumenkan da lam bentuk 
bahan- bahan hukum.  Bahan 
hukum terdir i  dar i  bahan hukum 
primer,  bahan hukum sekunder  
dan bahan hukum ters ier .  
a .  Bahan hukum primer  adalah  
bahan - bahan hukum yang 
mengika t .
6
 Yang dipergunakan 
dalam peneli t ian ini  ada lah :  
1 .  Kitab Undang- Undang 
Hukum Perda ta.  
2 .  Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan 
                                                          
6
Bambang Sunggono, 2010, Metodologi 
Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 
113. 
Dasar  Pokok-Pokok Agrar ia  
(Lembaran Negara  Republik  
Indonesia Tahun 1960 Nomor  
104,  Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia  
Nomor 2043) .  
3 .  Peraturan Pemer intah Nomor  
24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia  
Tahun 1997 No mor  59,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
3696) .  
4 .  Peraturan Pemer intah Nomor  
37 tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah 
(Lembaran Negara  Republik  
Indonesia Tahun 1998 Nomor  
52,  Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia  
Nomor 3746) .  
5 .  Peraturan Kepala  Badan 
Pertanahan Nasional  Nomor 1  
Tahun 2006 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemer intah Nomor  
37 Tahun 1998 Tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat  
Pembuat Akta  Tanah.  
6 .  Peraturan Menter i  Negara  
Agrar ia/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional  Nomor 3  
Tahun 1997 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Pemer intah Nomor  
24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah.  
b .  Bahan hukum sekunder  adalah  
bahan hukum yang memberikan 
penje lasan mengenai  bahan hukum 
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primer.
7
 Yang dipergunakan dalam 
penel i t ian ini  adalah berupa  buku -  
buku hukum, makalah -  makalah 
yang berka itan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam 
tesis  ini .  
c .  Bahan hukum ter t ier  adalah 
bahan yang memberikan pe tunjuk 
ser ta  penjelasan yang menunjang 
bahan hukum pr imer dan bahan 
hukum sekunder .  Bahan hukum 
tersie r  dapat  ber upa kamus hukum 
dan ensiklopedia.
8
 
II.5   Teknik Pengumpulan Data  
1.  Teknik dokumentas i .  
Yai tu cara pengumpulan da ta  
pr imer  dengan mengambil  da ta yang  
telah ter sedia da lam bentuk berkas -  
berkas a tau dokumen resmi  yang ada  
hubungannya  dengan masalah dalam 
penul isan tes is  ini .  
2 .  Teknik wawancara  
 Cara mempero leh da ta pr imer  
dengan mengadakan wawancara  
langsung kepada pihak -  pihak terka it  
dengan penulisan tes is  ini  misa lnya  
beberapa Kantor  Notar is  di  Kabupaten 
Klungkung.  Model wawancara yang  
digunakan ada lah wawanca ra  
berencana.  Wawancara berencana  
biasanya dafta r  per tanyaan (kuesioner )  
te lah dis iapkan sebelumnya dan 
disusun secara si stematis .  Kuesioner  
yang ters truktur  dan s is temat is  
kemudian o leh pewawancara  
di tanyakan kepada  responden dengan  
cara membacakannya kep ada  
responden untuk dijawab.  Semua  
responden yang terp il ih d iajukan 
kuesioner  yang sama,  ka ta -kata sama 
                                                          
           
7
Ibid, hal. 114. 
           
8
Amirudin dan Zainal Asikin, op.cit, 
hal.32. 
dengan po la dan sis temat ika  yang 
seragam.
9
 
II.6  Teknik Analisi s  Data  
Teknik ana li si s  da ta  di lakukan 
dengan melakukan kegiatan merap ikan 
data dar i  hasi l  pengumpulan da ta d i  
lapangan sehingga siap pakai  untuk 
diana li sa.
10
 Teknik anal isa data da lam 
penel i t ian ini  di lakukan dengan cara  
merapikan da ta  yang diperoleh dar i  
has i l  wawancara di  Pengadilan Negeri  
Klungkung dan beberapa kantor  
Notar is/PPAT di  Kabupate n  
Klungkung.   
III.TINJAUAN UMUM MENGENAI 
PPAT, AKTA,  JUAL BELI 
SERTA PEMBERIAN KUASA  
 
III.1  PPAT 
Pasa l  1  angka 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37  tahun 1998  
tentang Peraturan Jabatan Pejaba t  
Pembuat Akta Tanah “ PPAT adalah 
pejabat  umum yang d iber i  kewenangan  
untuk membuat akta -akta o tentik  
mengenai  perbuatan hukum ter tentu 
mengenai  hak atas tanah atau Hak 
Mil ik Atas Sa tuan Rumah Susun”.  
PPAT sebagai  pejabat  umu m 
berkedudukan :   
1 .  Independent (mandir i)  
2 .  Impars ia l  ( t idak memihak)  
3 .  Bukan bawahan atau  
subordinas i  p ihak la in yang  
mengangkatnya  
4 .  Mempunyai wewenang yang 
telah ditentukan berdasarkan 
aturan hukum yang mengatur  
jabatan ter sebut (a tr ibut i f)  
                                                          
           
9
Bagong Suyanto dan Sutinah, 2011, 
Metode Penelitian Social, Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, hal. 77. 
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5.  Akuntab il i tasnya  kepada  
masyarakat ,  Negara  dan 
Tuhan.
11
 
Jenis PPAT menurut  ke tentuan 
dar i  Pasa l  1  Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998  adalah terdir i  
dar i  :  
a)  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  
(PPAT) ada lah pejabat  umum yang 
diber i  kewenangan untuk membuat  
akta -akta o tentik  mengenai  
perbuatan hukum ter tentu 
mengenai  hak atas tanah dan hak 
mi l ik atas satuan rumah susu n.  
PPAT dalam hal  ini  adalah PPAT 
yang di tunjuk oleh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional  yang telah  
mengikut i  pelat ihan PPAT dan 
telah lulus sekolah kenotar iatan.   
b)  PPAT sementara adalah Pejaba t  
pemerintah yang di tunjuk karena  
jabatannya  untuk melaksanakan 
tugas PPAT dengan membuat akta  
PPAT di  daerah yang belum cukup  
terdapat  PPAT.  PPAT sementara  
adalah Camat atau pejabat  
Pemerintah yang ditunjuk karena  
jabatannya  oleh Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional  prop ins i  setempat,   untuk 
melaksanakan t ugas PPAT, dengan 
membuat akta PPAT didaerah yang  
belum cukup terdapat  PPAT, 
dengan wi layah ker janya sebagai  
camat/Pejaba t  Pemer intah.  
c)  PPAT khusus adalah Pejabat  Badan 
Pertanahan Nasional  yang d itunjuk 
karena jabatannya  untuk 
melaksanakan tugas PPAT den gan 
membuat  akta PPAT ter tentu  
                                                          
          
11
Habib Adjie, 2011, Merajut Pemikiran 
dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hal. 102. 
khusus da lam rangka  pelaksanaan 
program a tau tugas pemerintah 
ter tentu.   PPAT Khusus ada lah 
Kepala Kantor  Per tanahan yang 
ditunjuk o leh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional  untuk 
membuat akta mengenai  perbuatan 
hukum ter tentu dalam rangka  
pelaksanaan program pelayanan 
masyarakat  atau da lam rangka  
pelayanan bagi  negara sahabat  
berdasarkan asas resip rosi tas,  yang 
disebut dalam SK Penunjukkannya.  
III.2  Akta  
Ist i lah akta berasal  dar i  bahasa  
Belanda  yai tu Akte .  Mengenai  
pengert ian akta dalam bahasa Ro mawi  
ka ta akta disebut sebagai  gesta  a tau 
ins trumenta forensia ,  juga d isebut  
sebagai  publica monumenta  a tau acta  
publica.  Akta adalah salah satu a la t  
bukti  ter tul is  a tau surat .  Alat  bukti  
ter tul i s  ada lah segala  ses uatu yang 
memuat  tanda tanda  bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan i s i  
ha t i  a tau untuk menyampaikan buah 
pikiran seseorang dan dipergunakan  
sebagai  pembukt ian.  
Akta Otentik mempunyai t iga  
macam kekuatan pembukt ian yakni :  
a .  Kekuatan pembuktian lahi r  
adalah kekuatan pembuktian  
yang d idasarkan atas  keadaan 
lahir  ya itu apa yang tampak pada  
lahirnya .  Bahwa suatu sura t  yang  
tampaknya  seper t i  akta,  maka  
dianggap  mempunya i  
mempunyai  kekuatan akta  
sepanjang t idak terbukt i  
seba liknya .  
b .  Kekuatan pembuktian formi l  
d idasarkan atas benar  t idaknya  
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ada pernyataan oleh yang  
ber tanda tangan di  bawah akta  
ter sebut .  Kekuatan pembuktian  
formal memberikan kepastian 
tentang per ist iwa bahwa pejaba t  
dan para p ihak menyatakan dan 
melakukan apa yang  dimuat  
dalam akta.  
c .  Kekuatan pemb uktian mater i i l  
sua tu member ikan kepastian 
tentang mater i  sua tu akta ,  
member ikan kepast ian tentang 
per ist iwa bahwa pejabat  atau  
para pihak menyatakan dan  
melakukan sepert i  yang d imua t  
dalam akta.  
Akta d ibawah tangan adalah akta  
yang dibuat  oleh para pihak dan 
bentuknya sesua i  dengan ke inginan 
para pihak yang membuatnya.  Akta d i  
bawah tangan kekuatan pembuktiannya  
akan sangat  tergantung pada  
kebenaran a tas pengakuan a tau 
penyangkalan para p ihak atas  i si  dar i  
akta dan masing -masing tanda  
tangannya .  
III.3  Jual  Beli  
Berdasarkan Pasal  1457 
KUHPerdata  “Jua l  bel i  adalah sua tu 
persetujuan dengan mana pihak yang 
sa tu mengika tkan d ir inya  untuk 
menyerahkan kebendaan dengan pihak 
lain untuk membayar  harga yang 
dijanj ikan”.  Jual -bel i  ada lah suatu 
per janj ian,  dengan mana  para pihak  
yang satu  mengika tkan dir inya  untuk 
menyerahkan suatu kebendaan,  dan  
pihak yang la in utuk membayar  harga  
yang te lah d ijanj ikan.  Per janj ian jua l  
beli  pada umumnya merupakan 
per janj ian konsensual  karena mengikat  
para pihak saa t  ter jad inya kesepak atan 
para p ihak ter sebut mengenai  unsur  
esensial  dan aksidenta l ia  dar i  
per janj ian tersebut.
12
 
Per janj ian jua l  bel i  merupakan 
jenis per janj ian t imbal balik yang  
melibatkan dua pihak ya itu penjual  
dan pembel i .  Kedua belah pihak yang 
membuat  per janj ian jua l -bel i  masing-
masing memiliki  hak dan kewaj iban  
untuk melaksanakan is i  per janj ian 
yang mereka buat .  Per janj ian jual  be l i  
merupakan per janj ian konsensual  
karena mengikat  para pihak saa t  
ter jadinya kesepakatan para pihak 
ter sebut  mengenai  unsur  esensia l  dan 
aksidental ia  dar i  per janj ian ter sebut .
13
 
III.4  Pemberian Kuasa  
Pasa l  1792 KUH Perdata  
menyatakan bahwa “Pemberian kuasa  
adalah sua tu perse tujuan dengan mana  
seorang memberikan kekuasan kepada  
seorang lain ,  yang menerimanya,  
untuk atas namanya  menyelenggarakan 
sua tu urusan.” Kuasa  ter sebut  dapat  
diber ikan dan dite r ima dengan 
berbagai  cara ya itu :   
a .  Dengan akta  umum/otentik  
b .  Dengan tul i san d ibawah tangan  
c .  Dengan surat  b iasa  
d .  Dengan l i san  
Pener imanya  selain dar i  secara  
tegas sebagaimana d iterangkan di  ata s  
dapat  pula  secara d iam-diam dan dapat  
dis impulkan dar i  pelaksanaannya.  
Pemegang kuasa berkewaj iban untuk 
antara la in terus  melaksanakan 
tugasnya sebagai  kuasa  sampai  
se lesai .  Se lama ia  be lum dibebaskan 
untuk i tu,  ia  ber tanggung jawab a tas  
                                                          
          
12
Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak 
dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hal. 126. 
          
13
ibid, hal. 126. 
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kela laian yang di lakukan dalam 
menja lankan kuasanya  i tu.  Pemegang 
kuasa  yang te lah menyerahkan 
kekuasaanya i tu kepada orang lain  
ber tanggung jawab  untuk orang yang  
ditunjuknya  i tu apabi la  :  
a .  Ia  t idak d iber i  kuasa oleh pemberi  
kuasa  untuk menunjuk orang la in.  
b .  Untuk i tu ia  memang telah diber i  
wewenang akan te tapi  orang yang  
ditunjuknya  tersebut ternyata t idak  
cakap.   
Pemberi  kuasa berkewaj iban 
untuk memenuhi semua per ika tan yang 
telah di laksanakan oleh pemega ng  
kuasa sesua i  dengan kekuasaan yang 
telah diber ikan o lehnya kepada  
pemegang kuasa i tu.  Algra,  dkk 
mendefinisikan pemberian kuasa  
adalah “Suatu perse tujuan dengan 
mana p ihak yang satu member ikan 
kuasa kepada pihak yang lain  
(penerima kuasa /lasthebber) ,  yang 
menerimanya -untuk a tas namanya  
sendir i  a tau t idak -menyelenggarakan 
sa tu perbuatan hukum a tau leb ih untuk 
yang memberi  kuasa i tu”.   
IV.  IMPLEMENTASI KETENTUAN 
PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM 
PRAKTEK PEMBUATAN AKTA 
JUAL BELI OLEH PPAT DI  
KABUPATEN KLUNGKUNG 
 
IV.  1  Peran PPAT Dalam Peralihan 
Hak Atas  Tanah  
PPAT mempunyai  peran yang 
sangat  besar  da lam pera l ihan hak a tas  
tanah khususnya jua l  be li  tanah.  PPAT 
mempunyai  tugas membantu Kepala  
Kantor  Per tanahan untuk 
melaksanakan proses  pendaftaran  
tanah sebagaimana  diatur  oleh  
Peraturan Perundang -undangan yang  
mempunyai  kekuatan mengika t  dengan 
membuat  akta o tent ik  sebagai  bukt i  
te lah di lakukannya  perbuatan hukum 
ter tentu mengenai  hak atas  tanah.  
Dengan demikian,  potensi  ter jadinya  
konfl ik a tau sengketa d ikemudian har i  
dapat  d icegah sehingga d ibutuhkan 
perangkat  hukum dan sis tem 
adminis trasi  per tanahan yang baik.   
Akta  PPAT merupakan sa lah sa tu  
sumber  utama da lam rangka  
pemel iharaan pendafta ran tanah di  
Indonesia.  PPAT sudah dikenal  sejak 
ber lakunya  Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah,  yang merupakan 
peraturan tanah sebagai  pe laksana  
UUPA.  Berdasarkan Pasa l  1  angka 1  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  
1998 dijelaskan bahwa ”PPAT adalah  
pejabat  umum yang d iber i  kewenang an  
untuk membuat akta -akta o tentik  
mengenai  perbuatan hukum ter tentu 
mengenai  hak atas tanah atau hak a tas  
sa tuan rumah susun”.   
Menurut  Boedi  Harsono,  akta  
PPAT berfungsi  sebagai  a la t  
pembuktian mengenai  benar  sudah 
dilakukannya jual  be li .  Jua l  be li  
ter sebut  masih dapat  dibuktikan 
dengan a lat  pembuktian yang lain.  
Akan tetapi ,  da lam s is tem pendaftaran  
tanah menurut  peraturan yang te lah 
disempurnakan ya itu  Peraturan 
Pemerintah No mor 24  Tahun 1997,  
pendaftaran jual  bel i  hanya  dapat  
di lakukan dengan akta PPAT  sebagai  
ala t  bukt i  yang sah.  Orang yang 
melakukan jual  bel i  tanpa  dibuktikan  
dengan akta PPAT t idak akan dapat  
mempero leh ser t i fikat ,  meskipun jua l  
belinya  sah menurut  hukum.  
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Dalam member i  pe layanan kepada  
masyarakat  seorang PPAT bertugas  
untuk melayani  permohonan-
permohonan untuk membuat akta -akta  
tanah ter tentu yang disebut dalam 
peraturan-pera turan berkenaan dengan 
pendaftaran  tanah ser ta  peraturan  
Jabatan PPAT. Dalam menghadapi  
permohonan-permohonan tersebut  
PPAT waj ib  mengambil  keputusan 
untuk menola k a tau mengabulkan 
permohonan yang bersangkutan seper t i  
yang diamanatkan oleh Pasal  39  
undang-undang No mor 24 tahun 1997.  
 
IV.2  Akibat  Hukum Jual  Bel i  Ha k 
Atas  Tanah Berdasarkan Kuasa  
Mutlak 
Akibat  hukum adalah akibat  suatu 
t indakan yang di lakukan untuk 
mempero leh suatu akiba t  yang 
dikehendaki oleh pe laku dan yang  
diatur  oleh hukum.  Suatu kuasa  
mut lak yang d idahului  oleh per janj ian 
pengika tan jua l  be li  dalam praktek 
diakui  keberadaannya dan merupakan  
produk hukum yang sah.  Per janj ian 
pengika tan jua l  be li  yang dimaksud  
adalah per janj ian jua l  beli  yang lunas  
ar t inya  tanah sudah dibayarkan secara  
kese luruhan sesuai  kesepakatan para  
pihak sehingga penjual  dalam hal  ini  
akan membuatkan kuasa  untuk menjua l  
kepada pembeli  untuk nant inya  
mewakil i  d ir inya untuk ber t indak  
dihadapan PPAT menandatangani akta  
jual  bel i .  Tetap i  kuasa  mutlak yang 
berdir i  sendi r i  tanpa mempunyai  alas  
hak yang d imi liki  o leh penerima kuasa  
maka kuasa ter sebut adalah di larang 
sesua i  ketentuan Pasal  39 ayat  (1 )  
hurud d Pera turan Pemerintah Nom or  
24 tahun 1997  tentang pendaftaran 
tanah.  Kuasa mut lak juga d ila rang 
dalam ketentuan Ins t ruksi  Menter i  
Dalam Negeri  Nomor  14 tahun 1992  
tentang larangan penggunaan kuasa  
mut lak sebagai  pemindahan hak a tas  
tanah.  Meskipun suatu Ins truksi  
Menter i  merupakan suatu peraturan 
keb ijakan bukan merupakan peraturan 
perundang-undangan tetap diakui  
keberadaannya karena  secara  te rus  
menerus dipakai  sebagai  acuan untuk 
t idak mener ima kuasa mut lak sebagai  
sa lah sa tu pemindahan hak atas  tanah.   
Orang yang menggunakan kua sa  
mut lak yang tanpa alas hak untuk  
melakukan peral ihan hak atas  tanah 
dihadapan Notar is /PPAT tentu 
melanggar  syarat  sahnya per janj ian 
yang tercantum d i  da lam ketentuan 
Pasa l  1320 KUHPerdata  ayat  (4)  yang  
menyebutkan sebab  yang halal  atau 
t idak mentaat i  pe ra turan baik i tu  
peraturan hukum,  kesusilaan,  
keagaamaan yang telah d itetapkan.  
Dengan dilanggarnya  syarat  obyekt i f  
sahnya sua tu per janj ian maka kuasa  
ter sebut  akan menjad i  ba tal  demi  
hukum atau dar i  awal  kuasa mut lak 
ter sebut d ianggap t idak pernah ada.  
T idak menutup kemungkinan bagi  
pihak yang merasa dirugikan karena  
kuasa  mut lak ter sebut akan menuntut  
t indakan ganti  rugi  sebagaimana  
ter tuang da lam Pasa l  1365  
KUHPerdata ya itu  “Set iap perbuatan  
melawan hukum yang o leh karenanya  
menimbulkan kerugian pada ora ng 
lain,  mewaj ibkan orang yang karena  
kesa lahannya menyebabkan kerugian 
i tu menggant i  kerugian”  
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IV.3 Proses Pelaksanaan Pasa l  39  
ayat  (1)  huruf d Peraturan 
Pemerintah No mor 24 Tahun 
1997 oleh PPAT di Kabupaten 
Klungkung  
Di Kabupaten Klungkung yang 
terdir i  dar i  4  Kecamatan yai tu  
Kecamatan Dawan,  Kecamatan 
Banjarangkan,  Kecamatan Semarapura  
dan Kecamatan Nusa  Penida telah 
banyak ter jadi  jua l  be li  tanah yang 
melibatkan profesi  Notar is/PPAT.  
berkai tan dengan i tu  pula menarik  
untuk di tel i t i  mengenai  pelaksanaan  
pasa l  39  aya t  (1)  huruf  d  Pera turan  
Pemerintah Nomor 24  tahun 1997  
terhadap kiner ja  Notar is /PPAT yang  
berada d i  l ingkup  Kabupaten 
Klungkung.  
Dari  pengamatan yang dilakukan,  
ke tika akan ter jadi  sua tu peral ihan hak 
atas tanah,  t idak se lalu jua l  be li  
ber langsung sesua i  kebiasaan 
sebagaimana mestinya .  Art inya para  
pihak t idak ber t indak langsung da lam 
akta jual  be li  yang d ibuat  oleh PPAT.  
Ada beberapa kasus  yang ter jad i  
dimana para pihak ber t indak  
berdasarkan per janj ian jual  be li  yang 
kemudian di ikut i  a tau ber ta l ian 
dengan kuasa menjual  yang diber ikan 
oleh penjual  kepada pembel i  yang 
dibuat  dihadapan Notar is ,  d isaatnya  
nanti  p ihak pembeli  akan ber t indak 
sendir i  untuk menandatangai  akta  jua l  
beli  d ihadapan PPAT yang ber t indak 
untuk dan a tas nama  penjua l  dan 
ber t indak untuk dan atas nama dir inya  
sendir i .   
Dalam praktek,  antara  peraturan 
dengan apa yang ter j adi  d i  dunia  
praktek Notar is /PPAT terdapat  
beberapa penyimpangan,  diantaranya  
adalah penyimpangan per tama ter jadi  
di  wi layah Kecamatan Nusa Penida,  
dalam hal  PPAT  mener ima kuasa  
mut lak yang ber is ikan klausul  t idak  
dapat  d i tar ik kembal i  oleh pemberi  
kuasa .  Hal ter sebut ter jadi  karena para  
pihak sebelumnya te lah membuat  
per janj ian utang p iutang dan karena  
debitur  t idak dapat  melunasi  utangnya  
kepada kred itur ,  maka de ngan keadaan 
terpaksa debi tur  memberikan kuasa  
mut lak dibawah tangan kepada  
kred itur  agar  tanahnya beral ih kepada  
kred itur .  Antara kredi tur  dan debi tur  
pada mulanya membuat per janj ian 
sewa menyewa tanah yang sudah 
ter jadi  pada tanggal  10 Mare t  2000  
yang di saksikan o leh Bendesa Adat  
Ped,  Kepala desa Ped ser ta  Camat  
Nusa Penida dan sewanya  telah  
dibayar  lunas .  Pada saa t  sewa sedang 
ber jalan,  deb itur  meminjam unag 
kepada kred itur  sejumlah Rp.  
84.000.000, - (de lapan puluh empat  
juta  rupiah) .  Selanjutnya debitur  t idak 
mampu membayar  utangnya  kepada  
kred itur  sehingga debitur  menjua l  
tanah mi liknya dengan kuasa menjua l  
mut lak yang ber is ikan klausul  t idak  
dapat  di trar ik kembal i  yang dibuat  
dibawah tangan yang d isaksikan o leh 
Bendesa Adat Ped,  Kepala desa Ped  
ser ta  Camat Nusa Penida.  Ketika  
melakukan pera l ihan hak a tas tanah d i  
hadapan PPAT, PPAT menerima kuasa  
mut lak ter sebut untuk membal ik nama  
atas nama kred itur .  Padahal  kuasa  
ter sebut kuasa yang t idak memil iki  
alas hak a tau dasar  yang d ijadikan 
pedoman untuk pera l i han hak atas  
tanah karena ber tentangan dengan  
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peraturan perundang -undangan yang 
ber laku dan asas i t ikad baik.   
Penyimpangan-penyimpangan 
lainnya  ada lah kuasa menjua l  yang 
tanpa ber tal ian dengan per janj ian  
ikatan jual  bel i .  Penyimpangan 
se lanjutnya adalah P PAT menerima  
kuasa menjua l  yang t idak didasarkan 
pada per janj ian ika tan jua l  be li .  Kuasa  
yang berdir i  sendir i  tanpa adanya  
per janj ian ikatan jual  bel i  sebagai  
per janj ian pendahuluan dapat  
dikatakan sebagai  kuasa mut lak yang  
t idak d iperkenankan untuk d ijadi kan 
dasar  dalam peral ihan hak atas tanah.  
Hal ter sebut dikarenakan pener ima 
kuasa  t idak mempunyai dasar  hak  
untuk melakukan peral ihan hak kepada  
orang la in karena kuasa  te rsebut  
member ikan kewenangan kepada  
penerima kuasa untuk menguasai  dan 
menggunakan ta nahnya ser ta  
melakukan segala perbuatan hukum 
yang menurut  hukum dapat  di lakukan  
oleh pemegang haknya.  
V.  TANGGUNG JAWAB PPAT 
DALAM MENJALANKAN 
WEWENANGNYA SEBAGAI 
PEJABAT YANG MEMBUAT 
AKTA PERTANAHAN TERKAIT 
AKTA JUAL BELI 
BERDASARKAN KUASA 
MUTLAK 
 
V.1 Tanggung Jawab PPAT  Yang 
Menerima Kuasa  Mutlak 
Sebagai Dasar Peral ihan Hak 
Atas  Tanah  
 
Tanggung jawab akan t imbul  
apabi la  adanya unsur  kesa lahan a tau 
ada kerugian yang t imbul dar i  
perbuatan yang dilakukan o leh PPAT. 
J ika PPAT mener ima kuasa mut lak  
yang ber ta l ian dengan per janj ian  
ikatan jua l  be li  sebagai  dasar  untuk 
melakukan peral ihan hak atas  tanah 
jual  bel i ,  PPAT tersebut telah 
melakukan perbuatan yang benar  yang 
telah diamanatkan peraturan -
perundangan dan t idak melanggar  
hukum dan kuasa te rsebut adalah  
produk hukum yang sah.  PPAT itu  
sendir i  akan dibebaskan dar i  
per tanggungjawaban perdata maupun 
tanggung jawab et ika (moral) .  Apabila  
PPAT menerima kuasa  mutlak yang  
t idak d idasar i  o leh per janj ian ikatan  
jual  be li  dan da lam kuasa ter sebut  
terdapat  klausul  t idak dapat  d i tar ik  
kembal i  maka ha l  tersebut telah  
melanggar  ke tentuan Pasa l  39 aya t  (1)  
huruf  d  Pera turan Pemerintah Nomor  
24 tahun 1997.  
Berdasarkan Teori  fautes  
personal les  yang dikemukakan oleh 
Kranenburg dan Vegtig memberikan 
pendapatnya  mengenai  
per tanggungjawaban yang menyatakan 
bahwa kerugian terhadap pihak ket iga  
dibebankan kepada pejabat  yang 
karena t indakannya  i tu telah 
menimbulkan kerugian.  Dalam teor i  
in i  beban tanggung jawab di tujukan 
pada manusia se laku pr ibadi .   Dalam 
hal  ini  PPAT yang mela kukan 
kesa lahan atau suatu perbuatan 
penyelundupan hukum dapat  
dimintakan per tanggungjawaban 
secara pr ibadi  karena  PPAT tidak 
bernaung d i  ins tansi  pemer intahan.  
Profesi  PPAT menjadi  sa tu dengan 
pr ibadi  PPAT i tu sendir i .  
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V.2  Pengawasan dan Pembinaan 
PPAT Dala m Menjalankan 
Jabatannnya Oleh BPN dan 
IPPAT 
 
Pihak-Pihak yang berwenang melakukan 
pengawasan terhadap PPAT dalam 
melaksanakan jabatannya adalah Badan 
Pertanahan Nasional dan Ikatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. Adapun peranan Badan 
Pertanahan Nasional dalam hal ini adalah 
memberikan pembinaan dan pengawasan 
terhadap PPAT agar dalam melaksanakan 
jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan peranan 
IPPAT dalam hal ini adalah memberikan 
bimbingan dan pengawasan terhadap PPAT 
agar dalam melaksanakan jabatannya sesuai 
dengan Kode Etik PPAT. 
Pengawasan yang di lakukan o leh 
Ika tan Pejaba t  Pembuat Akta Tanah  
hanya terhadap PPAT yang menjad i  
anggota IPPAT saja dan ber implikas i  
terhadap pember ian sanksi ,  dalam ar t i  
apabi la  PPAT tersebut  diketahui  
melakukan pe langgaran terhadap Kode 
Etik PPAT, maka akan langsung  
diper iksa dan apabila  terbukt i  
melanggar  Kode Et ik  PPAT, maka  
akan d iber ikan sanksi  sesua i  dengan 
jenis pelanggaran yang dilakukannya.  
Berdasarkan wawancara dengan 
sa lah sa tu Staf  Notar is/PPAT 
pengawasan yang dilakukan o leh BPN 
dan IPPAT memang sela lu  
berkelanjutan set iap tahunnya ,  te tap i  
ke tika ter jadi  pemer iksaan pun t idak 
semua d iper iksa secara de ta i l .  
Biasanya yang d iper iksa ada lah buku  
daf tar  PPAT yang d itul i s  sampai  
tanggal  pemeriksaan dan untuk minuta  
hanya  di l ihat  apakah tahun yang  
bersangkutan sampai  ter jadinya  
pemeriksaan te lah d ij i l id  atau be lum.  
Pemeriksaan t idak sampai deta i l  
melihat  i si  akta  sepert i  yang 
dimanatkan peraturan perundang -
undangan.  Hal  i tu  yang men yebabkan 
masih ter jadi  penyimpangan da lam 
prakteknya .  
Agar  para PPAT mempunyai  
wawasan yang luas berka itan dengan 
jabatannya sehingga dapat  
menja lankan tugas dengan ba ik,  maka  
per lu ada pembinaan dan pengawasan 
terhadap mereka .  Hal i tu te lah diatur  
dalam Pasa l  65 sampai  dengan Pasal  
68 Peraturan Kepala Badan Per tanahan 
Nasional  Nomor 1  Tahun 2006,  yakni  
sebagai  ber ikut:  
Pasa l  65 menyebutkan bahwa:  
(1)   Pembinaan dan pengawasan 
terhadap pe laksanaan tugas PPAT 
dilakukan oleh Kepala Badan.  
(2)  Pembinaan dan pe ngawasan PPAT 
sebagaimana dimaksud pada aya t  
(1)  dalam pelaksanaannya o leh 
kepala  Badan,  Kepala Kantor  
Wilayah dan Kepala  Kantor  
Per tanahan.  
Pasa l  66 menyebutkan bahwa:  
(1)  Pembinaan dan pengawasan 
terhadap PPAT yang dilakukan 
oleh Kepala Badan sebagai  
ber ikut  :  
a. Memberikan kebijakan mengenai 
pelaksanaan tugas jabatan PPAT ; 
b. Memberikan arahan pada semua 
pemangku kepentingan yang berkaitan 
dengan ke-PPAT-an ; 
c. Melakukan, pembinaan dan 
pengawasan atas organisasi profesi 
PPAT agar tetap berjalan sesuai 
dengan arah dan tujuannya ; 
d. Menjalankan tindakan-tindakan lain 
yang dianggap perlu untuk 
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memastikan pelayanan PPAT tetap 
berjalan sebagaimana mestinya ; 
e. Melakukan pemninaan dan 
pengawasan terhadap PPAT dan PPAT 
Sementara dalam rangka menjalankan 
kode etik profesi PPAT. 
(2)  Pembinaan dan pengawasan 
terhadap PPAT yang dilakukan 
oleh Kepala Kantor  sebagai  
ber ikut :  
a. Menyampaikan dan menjelaskan 
kebijakan dan peraturan 
pensertipikatan tanah serta petunjuk 
teknis pelaksanaan tugas PPAT yang 
telah ditetapkan oleh Kepala Badan 
dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku ; 
b. membantu melakukan sosialisasi, 
diseminasi kebijakan dan peraturan 
pensertipikatan tanah serta petunjuk 
teknis ; 
c. secara periodik melakukan 
pengawasan Kantor PPAT guna 
memastikan ketertiban administrasi, 
pelaksanaan tugas dan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ke-PPAT-an. 
(3)  Pembinaan dan pengawasan 
terhadap PPAT yang dilakukan 
oleh Kepala Kantor  Per tanahan 
sebagai  ber ikut:  
a. membantu menyampaikan dan 
menjelaskan kebijakan dan peraturan 
pensertipikatan tanah serta petunjuk 
teknis pelaksanaan tugas PPAT yang 
telah ditetapkan oleh Kepala Badan 
dan peraturan perundang-undangan ; 
b. memeriksa akta yang dibuat PPAT dan 
memberitahukan secara tertulis kepada 
PPAT yang bersangkutan apabila 
ditemukan akta yang tidak memenuhi 
syarat untuk digunakan sebagai dasar 
pendaftaran haknya ; 
c. melakukan pemeriksaan mengenai 
pelaksanaan kewajiban operasional 
PPAT.  
V.3  Sanksi  Bagi PPAT Yang 
Melanggar Peraturan Jabatan  
           Sanksi adalah hukuman sebagai sarana, 
upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin 
anggota Perkumpulan dalam menegakkan Kode 
Etik ini, dalam bentuk atau berupa antara lain 
teguran lisan maupun tertulis, peringatan, 
schorsing (pemecatan sementara) serta 
pemecatan dari keanggotaan (ontzetting) atau 
pemberhentian dari keanggotaan secara tidak 
hormat. Perihal sanksi hukum terhadap PPAT 
lebih tegas digambarkan dalam Pasal 28 Ayat 
(1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2006 yang 
menyatabahwa PPAT diberhentikan dengan 
hormat dari jabatannya karena melakukan 
pelanggaran ringan terhadap larangan atau 
kewajiban sebagai PPAT. Pasal 28 Ayat (2) 
menyebutkan bahwa PPAT diberhentikan 
dengan tidak hormat dari jabatannya karena :  
a .  melakukan pe langgaran bera t  
terhadap larangan a tau kewaj iban 
sebagai  PPAT dijatuhi  hukuman 
kurungan penjara  karena  
melakukan kejaha tan perbuatan 
pidana yang d iancam dengan 
hukuman kurungan a tau penjara  
se lama-lamanya 5  ( l ima)  tahun 
atau lebih bera t  berdasa rkan 
putusan pengadilan yang sudah 
mempero leh kekuatan hukum 
tetap;  dan  
b.   melanggar  Kode Et ik  Profes i .  
Pasa l  6  ayat  (1)  Kode Etik  
IPPAT menjelaskan bahwa sanksi  
yang dikenakan terhadap anggota  
yang melakukan pelanggaran kode  
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etik dapat  berupa   teguran,  
per ingatan,  schors ing (pemecatan  
sementara dar i  keanggotaan IPPAT,  
Onzett ing (pemecatan dar i  
keanggotaan IPPAT),  
pemberhentian dengan t idak horma t  
dar i  keanggotaan IPPAT. Pasal  6  
ayat  (2)  menje laskan penja tuhan 
sanksi -sanksi  sebagaimana terura i  
diatas  te rhadap  anggota yang  
melakukan pelanggaran kode et ik  
disesuaikan dengan kuanti t ias dan 
kuali tas pe langgaran yang  
dilakukan anggota ter sebut .  
V1 SIMPULAN DAN SARAN  
V1.1 Simpulan  
1.  Implementas i  ke tentuan Pasa l  39  
ayat  (1)  huruf  d  Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tah un 1997  
dalam praktek pembuatan akta jual  
beli  o leh PPAT di  Kabupaten 
Klungkung terdapat  beberapa  
macam diantaranya  PPAT 
menerima kuasa  mut lak yang 
ber ta l ian dengan per janj ian ika tan 
jual  bel i  merupakan produk hukum 
yang sah karena telah ter jad i  
pr ins ip  te rang dan tunai .  Se la in i tu  
PPAT mener ima kuasa mut lak yang 
dibuat  d ibawah tangan yang  
ber isikan klausul  t idak dapat  
di tar ik kembal i  karena  
dila tarbelakangi oleh per janj ian 
utang p iutang,  deb itur  t idak dapat  
melunasi  utangnya  sehingga  
debitur  dengan terpaksa  
member ikan kuasa mut lak kepada  
kred itur  untuk mengal ihkan 
tanahnya kepada kred i tur ,  kuasa  
ter sebut merupakan kuasa yang  
dilarang oleh peraturan perundang -
undangan.  
2 .  Tanggung jawab PPAT dalam 
menja lankan wewenangnya sebagai  
pejabat  yang membuat akta  
per tanahan te rkai t  akta  jual  be li  
adalah Tanggung jawab akan 
t imbul apab ila  adanya unsur  
kesa lahan a tau ada  kerugian yang  
t imbul dar i  perbuatan yang 
dilakukan oleh PPAT. J ika PPAT 
menerima kuasa mut lak yang 
ber ta l ian dengan per janj ian ikatan  
jual  be li  sebagai  da sar  untuk 
melakukan pera l ihan hak atas  
tanah jual  be li ,  PPAT tidak 
melanggar  hukum dan kuasa  
ter sebut  ada lah produk hukum 
yang sah.  Tanggung jawab perda ta  
dan mora l  akan t imbul  apab ila  
PPAT menerima kuasa mut lak yang  
berdir i  sendir i  dan ber isikan 
klausul  t idak dapat  di tar ik  
kembal i .  P ihak yang merasa  
dirugikan dapat  mengajukan 
gugatan secara perda ta ke wi layah 
hukumnya ser ta  melapor  ke Ikatan 
Pejabat  Pembuat Akta  Tanah di  
wi layah jaba tan PPAT yang 
bersangkutan.   
VI.2  Saran  
1. Seyogyanya PPAT dalam menjalankan 
tugas dan wewenangnya sebagai pejabat 
umum yang membuat akta otentik terkait 
larangan jual beli dengan kuasa mutlak 
mematuhi substansial dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
khususnya Pasal 39 Ayat (1) huruf d 
sehingga dapat memberikan kepastian 
hukum bagi para pihak yang dating 
menghadap kepadanya. 
2. Diharapkan untuk PPAT, apabila terjadi 
konflik dikemudian hari terkait akta yang 
dibuatnya maka bersedia bertanggung 
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jawab baik perdata maupun moral dalam 
kode etik PPAT serta Majelis Pengawas 
hendaknya dapat lebih maksimal 
menjalankan tugas dan fungsinya baik 
dalam hal pembinaan misalnya dengan 
memberikan penyuluhan-penyuluhan 
kepada PPAT sebagai upaya preventif 
maupun tindakan pengawasan yaitu dengan 
memberikan sanksi kepada PPAT yang 
benar-benar telah menyimpang dari 
Peraturan Jabatan PPAT maupun kode etik 
profesi sehingga penanggulangan terhadap 
praktek pembuatan akta jual beli oleh 
PPAT yang bermasalah dapat dihindarkan. 
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